
BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR ~eJ TAHUN2017
TENTANG

PRIORITASPEMBANGUNANKECAMATAN

DALAMKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR.TAHUN2017-2021
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,
Menimbang

•

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 265

ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pembangunan di

Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien
sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergi antar program
Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan

Prioritas Pembangunan Kecamatan Dalam Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2017-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Prioritas Pembangunan Kecamatan Dalam
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung



•

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor81, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia
Nomor3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025
(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor
4700);

4. Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor68, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia
Nomor4725);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah [LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor
4817);



•

9. Peraturan Presiden Nomor2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

NegeriNomor13Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan

Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018 (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2017
Nomor718);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi

Jambi Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah ProvinsiJambi

Tahun 2009 Nomor6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung TimurTahun 2013 Nomor5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung TimurTahun 2016 Nomor6);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

17. Peraturan Gubemur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun

2018 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANG PRIORITAS PEMBANGUNAN

KECAMATANDALAMKABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR

TAHUN2017-2021.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaterr/Kota yang

dipimpin oleh Camat.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan Iatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.



8. Prioritas Pembangunan Daerah adalah agenda pembangunan Pemerintah

Daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 5 (lima)

tahunan RPJMD.

9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat,

yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BABII

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

Penetapan prioritas pembangunan Kecamatan dimaksudkan untuk menjamin

pelaksanaan pembangunan secara kewilayahan lebih merata, cepat dan

terarah.

Pasal3

Penetapan prioritas pembangunan Kecamatan bertujuan untuk mengurangi

disparitasjketimpangan antar wilayah serta pembangunan lebih fokus dan

tuntas kawasan.

Pasal4

• Prioritas pembangunan Kecamatan dirumuskan secara:

a. responsif;

b. efisien;

c. efektif;

d. akuntabel;

e. terukur; dan

f. berkeadilan.

PasalS

(1) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu dapat

mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di

Daerah.

(2) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu pencapaian

keluaran (outpu~ tertentu dengan masukan terendah atau masukan
terendah dengan keluaran (output) maksimal.



(3) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu kemampuan

mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau

proses yang paling optimal.

(4) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu setiap

kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

(5) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yaitu penetapan

target kinerja yangjelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

(6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan

prinsip keseimbangan antar wilayah dan sektor.

•
BABIII

RUANO LINOKUP

Pasal6
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. penetapan prioritas pembangunan Kecamatan;

b. penganggaran prioritas pembangunan Kecamatan;dan

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan prioritas pembangunan

Kecamatan.

•
BagianKesatu

Penetapan Prioritas Pembangunan Kecamatan
Pasal 7

(1) Penetapan prioritas pembangunan Kecamatan diutamakan pada bidang

infrastruktur yang mendukung :

a. pelayanan dasar, pemenuhan fasilitas kesehatan dan fasilitas
pendidikan;

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana infrastruktur dasar; dan

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana yang mendorongpengembangan ekonomikerakyatan.

(2) Prioritas pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas meliputi :
a. jalan;
b. jembatan;
c. pengairan;

d. dermaga;

--------------------------------------



BABIV

PENUTUP

Pasal17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di
pada tanggal

tfUPATI TA JU

Muara SabakftWW 2017

GJABUNGTIMUR,

H ~1'L1I, s. Pt
t.tlp.IIj(,SOS-.l-BJ.OOO03 IOO}

itul1~dangkan'di Muar~ Sabak

pada tanggal' ~tL 2017
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

H. SUDIRMAN\

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2017

NOMORb~
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